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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
KOMOR 211 DPRD.LPG 1 13.01 1 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATA~ KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/DPRD.LPG/12.01/2014 TItNTANG SUSUNAN
 

PIMPIl'lAN DAN KEANGGOTAAN DADAN LEGISLASI
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l4AHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa berdasarkan ketentuan Pasa! 110 Undang -Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah 
satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 
yang semula bernama Badan Legislasi; 

b.	 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3} Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib, keanggotaan Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap 
tahun anggaran; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di 
atas dan berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh 
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung, perlu dibentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaan 
Badan Pembentukan Peraturan ' Daerah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Larnpung selanjutnya menetapkan 
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pernbentukan 
Daerah TIngkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011; 

3.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

4.	 Undang - Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5.	 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

•	 Perubaban Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

6 .	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebazaimana 
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7.	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 3451 
Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian 
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019; 

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 

Memperhatikan: 1.	 Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PD1-P) DPRD Provinsi Lampung Nomor 008jF-PDI­
PjDPRDjXj2014, tanggal 29 Oktober 2014, perihal Usulan 
Nama Komposisij personalia unsur pimpinan dan anggota alat 
kelengkapan DPRD Provinsi Lampung; 

2.	 Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung 
Nomor OBjF-PDjDPRDjXj2014, tanggal 27 Oktober , perihal 
Alat Kelengkapan Dewan; 

3.	 Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 
09jFPGjDPRDjXj2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal 
komposisij'personalia anggota FPG pada alat kelengkapan 
DPRD Provinsi Lampung; 

4.	 Surat dati Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi 
Lampung Nomor 1jBjFPKSjIXj2014 tanggal 4 Oktober 2014 
perihal Penyerahan Nama Alat Kelengkapan DPRD Fraksi PKS; 

5 .	 Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi 
Lampung Nomor 13jF-PANjDPRDjXj2014., tanggal 27 
Oktober 2014, perihal usulan nama komposisij personalia 
Unsur pimpuinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Provinsi 
Lampung; 

6 .	 Surat dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Larnpung Nomor 
11jF.GERlNDRAjDPRDjXj2014, tanggal 28 Oktober 2014, 
perihal Nama-nama anggota Fraksi Yang akan duduk dalam 
Alat Kelengkapan DPRD Prov. Lampung.; 

7.	 Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung 
Nomor 09jF-PKBjDPRDjXj2014, tanggal 27 Oktober 2014, 
perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKB yang akan duduk 
dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung; 

8.	 Surat dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Lampung 
Nomor 15jF-NasdemjDPRDjXj2014, tanggal 28 Oktober 2014, 
perihal Uaulan Nama-nama fraksi Partai Nasdem yang duduk 
pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung; 

9.	 Surat Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor 
05jF.PRjDPRD-Xj 14, tanggal 28 Oktober 2014, perihal Nama 
Anggota Fraksi yang duduk dalam Alat kelengkapan Dewan.; 

10.	 Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 
29 Oktober 2014; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Tembusan: 

11.	 Surat Fraksi Golkar Nomor B-81/DPDPG-I/LPG/IX/20 16 
TanggaI 23 September 2016 tentang Perubahan Susunan 
Fraksi Partai Golkar dan Personil Alat KeIengkapan DPRD 
Provinsi Lampung 
Lampung. 

dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi 

12. Hasil Rapat Parip
28 September 2016; 

uma DPRD Provinsi Lampung, tanggal 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
LNMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 
26/DPRD.LPG/12.01/2016 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN 
KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. 

Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Masa Jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
paling lama 2lh (dua setengah) tahun dan dapat diganti pada awal 
tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya. 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibantu oleh Sekretariat 
yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD 
Provinsi Lampung. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Bandar Lampung 
pada tanggal D? Oktober 2016 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

Ketua, 

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep. 

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Gubernur Lampung di Telukbetung. 
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LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR zz /DPRD.LPG/13.01/2016 
TANGGAL : O? OKTOBER 2016 

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN
 
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

PROVINSI LAMPUNG
 

Ketua : FAUZAN SIBRON, SE.Akt 

Wakil Ketua : Drs. LAZUARDI 

Sekretaris : SEKRETARlS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVo LPG 

Anggota : 1. Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO 

2. Hi. MARDANI UMAR, SH. MH. 

3. H. ANDlKA WIBAWA, SR, SE. 

4 . I MADE SUARJAYA, SH. 

5. Hj. ZELDAYATI 

6. AMALUDDIN, SH 

7. KO MARHAEN AGUS REVOLUSI, S.Sos 

8 . Ir. H. SUGIHARTO, AW 

9 . TOTO SUMlRAT S, SH 

10. KETUT ERAWAN, SH 

11. APRILLIATI, SH, MH. 

12 . Hi. M. THAlB HUSIN 

13. MISWAN RODY,S.IP 

14 . Hi. SUPRAPTO, S.Psi, MH. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

Ketua, 

~-
H. DEDI AFRIZAL, S.Kep. 


